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Abstrak

Terbitnya UU No. 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Penyelenggaraan pemerintah
daerah dengan memakai prinsip otonomi seluas-luasnya, nyata dan bertanggungjawab. Dalam
melaksanakan otonomi ini pemerintahan diberi kewenangan mengambil kebijakan dalam
melaksanakan urusan daerah. Untuk menyelenggarakan urusan ini harus didukung oleh sarana
dan prasarana. Sarana dan prasarana tersebut adalah berupa barang-barang milik daerah, baik
berupa benda bergerak maupun tidak bergerak. Salah satu benda tidak bergerak adalah rumah
dinas untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan. Dalam penggunaan rumah dinas ini
penghuni harus mendapat Izin Penghunian dari peabat yang berwenang. Pemberian izin
merupakan salah satu bentuk pengawasan dalam hukum administrasi. Bentuk pengawasan lain
yang dilakukan terhadap penggunaan rumah dinas adalah pengamanan yang dilakukan oleh

pejabat yang berwenang.

Kata Kunci : Pengawasan Rumah Dinas

PENDAHUL UAN dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan
pada peningkatan kesejahteraan rakyat. Nyata,
Sesuai dengan amanat Undang-Undaregdalah bahwa untuk menangani  urusan
Dasar 1945, pemerintah daerah berwenamgmerintahan dilaksanakan berdasarkan tugas
untuk mengurus sendiri urusan pemerintahgnwewenang dan kewajiban yang senyatanya
menurut asas otonomi dan tugas pembantudelah ada dan berpotensi untuk tumbuh , hidup
Sebagai perwujudan dari Amanat UUD 1948lan berkembang sesuai dengan potensi dan
setelah reformasi dengan tujuan perubahd&ekhasan daerah. Bertanggungjawab adalah
kearah yang lebih baik dari sistemotonomi yang dalam penyelenggaraannya
pemerintahan daerah terakhir berlaku UU Ndiarus sejalan dengan tujuan dan maksud
32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahapemberian otonomi yang pada dasarnya untuk
Daerah. memeberdayakan daerah dalam rangka
Dalam Undang-undang No. 32 Tahun 200#nencapai tujuan nasional yaitu meningkatkan
prinsip pelaksanaan otonomi daerah adalahkesejahteraan rakyat.
prinsisp otonomi seluas-luasnya nyata da Pemberian otonomi luas kepada daerah
bertanggungjawab. Penjelasan Umum UU N@iarahkan untuk mempercepat terwujudnya
32 tahun 2004 menyebutkan Otonomi seluagesejahteraan masyarakat, sehinggga dalam
luasnya artinya daerah diberi kewenangapenyelengggaraan pemerintahan di daerah
mengurus dan mengatur semua urusatibagi kewenanangannya antara provinsi
pemerintahan di luar yang menjadi urusadengan kabupaten / kota. Pasal 13 dan Pasal
pemerintahan yang ditetapkan dalam undan@4 UU No. 32 tahun 2004 tentang Otonomi
undang ini. Derah telah menggariskan tentang pembagian
Daerah memiliki kewenangan membuatirusan yang wajib menjadi kewenanangan
kebijakan  daerah  untuk  memberikardaerah provinsi dan daerah kabupaten/ kota.
pelayanan, peningkatan peran serta , prakar§Zengan adanya pembagian urusan yang
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menjadi kewenanangan pemerintahan daer@mis barang milik negara dan daerah. Jenis —
provinsi dengan daerah kabupaten/ kotgenis barang milik daerah tergambar dalam
sehinggga dalam peneyelenggaraaRasal 20 dan 21 Perda No.3 Tahun 2008
pemerntahan tidak terjadi perebutan urusan. Tentang Pegelolaan Barang Milik Daerah

Sehubungan dengan ketentuan yang diatarenyatakan antara lain :
Pasal 13 dan 14 huruf p UU No. 32 Tahudl. Hasil pengadaan barang daerah yang
2004, Pengelolaan Barang Milik Negara / bergerak diterima dan disimpan pada
Daerah adalah merupakan urusan menjadi tempat yang telah ditentukan oleh pejabat
kewenangan dari pemerintahan daerah yang ditunjuk oleh Kepala SKPD
provinsi apabila barang tersebut berada dalath Penerimaan barang tidak bergerak
daerah provinsi dan merupakan urusan yang dilakukan oleh Kepala SKPD atau pejabat
menjadi kewenangan kabupaten / kota apabila yang ditunjuk dan selanjutnya dilaporkan
berada dalam daerah kabupaten/kota. kepada Gubernur untuk ditetapkan

Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 5 penggunaannya.
ayat 1 Peraturan Pemerintah Republik Dari maksud yang terdapat dalam pasal 20
Indonesia No. 6 Tahun 2006 yang dirubakdan 21 tersebut diambil kesimpulan bahwa
dengan Peraturan Pemerintah No 38 Tahurarang milik daerah terdiri dari barang
2008 Tentang Pengelolaan Barang Milikergerak dan barang tidak bergerak. Barang
Negara/ Daerah,( selanjutnya disebut PRjergerak , yaitu barang- barang yang bisa
menyebutkan , Gubernur/ bupati/ walikoteberpindah tempat sedangkan barang tidak
adalah pemegang kekuasaan pengeloladergerak adalah barang-barang yang tidak bisa
barang milik daerah. berpindah tempat.

Menurut Pasal 2 PP No 6 Tahun 2006 yo Menurut Philiphus M. Hadjon (1990), pada
PP No 38 tahun 2008, Barang Milik NegaraManual Administrasi Barang Daerah, bahwa

daerah meliputi : barang-barang milik daerah digolongkan
1. Barang yang dibeli atau diperoleh atasebagai berikut :
beban APBN/ APBD a.Barang tidak Bergerak
2. Barang yang berasal dari perolehan 1. Tanah, tanah pertanian, perkebunan,
lainnya yang syah lapangan olah raga, jalan-jalan dll
Untuk  pelaksanan  dari  Peraturan 2. Gedung,gedung yang dipergunakan
Pemerintah, maka di Provinsi Jambi untuk kantor, gudang, pabrik,
dikeluarkan Peraturan Daerah No. 3 Tahun sekolah, rumah sakit dll
2009 Tentang Pengelolaan Barang Milik 3. Gedung tempat tinggal tetap atau
Daerah.( selanjutnya disebut Perda No. 03 sementara

Tahun 2009) menurut Pasal 5 dan 6 Perda 4. Monumen

tersebut menyatakan bahwa Gubernur adalah b.Barang- barang bergerak

: 1. Alat besar

1. pemegang kekuasaan pengelolaan barang 2. Peralatan yang berada dalam pabrik
milik daerah 3. Peralatan kantor

2. mengatur pengelolaan barang milik 4. Semua inventaris
daerah 5. Alat pengangkutan

3. pendaftaran dan pencatatan barang milik 6. Invetaris perlengkapan rumag sakit
daerah disesuaikan ketentuan peraturan c.Barang persediaan yakni barang yang
perundang-undangan disimpan dalam gudang

4. berwenang dan bertanggungjawab atas Rumah dinas adalah salah satu
pembinaan dan pengelolaan barang milikenggolongan ke dalam benda tidak bergerak,
daerah. yaitu yang tidak bisa dipindah tempatkan.
Dalam Peraturan Pemerintah No.6 TahuRumah daerah adalah termasuk barang tidak

2006 yo Peraturan Pemerintah No. 38 Tahupergerak, yang merupakan salah satu milik

2008 tidak ada mengatur secara jelas jenidaerah. Menurut Pasal 1 angka 14 Perda
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Provinsi Jambi No. 3 Tahun 2009 yangenelitian dengan judul *Pengawasan
dimaksud dengan rumah daerah adalah rum&emerintah Daerah Terhadap Peggunaan
yang dimiliki oleh pemerintah daerah yandgRumah Dinas Daerah Provinsi. Yang akan
ditempati oleh pejabat tertentu atau pegawanenjadi objek penelitian oleh peneliti adalah
negeri sipil. rumah dinas daerah yang diperuntukan

Menurut Pasal 68 ayat 2 Perda No. ®enggunaannya oleh kepala dinas dan rumah
Tahun 2009 rumah dinas daerah terdiri dari : dinas yang diperuntukan untuk pegawai
1. Rumah dinas daerah golongan 1 ( rumahegeri dibawah SKPD

jabatan )
2. Rumah dinas daerah golongan Il ( rumah METODE PENELITIAN
Instansi )
3. Rumah dinas daerah golongan Il  (Bentuk dan Spesifikasi Penelitian
perumahan pegawai ) Bentuk penelitian ini adalah penelitian

Penempatan rumah dinas daerah hany@rmatif dengan spesifikasi penelitian
bisa diberikan terhadap pejabat tertentu atatksplanatoris dimana penelitian bertujuan
pegawai negeri sipil yang bernaung dibawabintuk menelaah dan mengkaji aspek hukum
Satuan Kerja Pegawai Daerah ( SKPD fentang pengelolaan barang milik daerah
tertentu. Penempatan rumah dinas daer&lengan mengsinkronisasikannya dengan teori
dalam pengelolaannya diserahkan kepad&ng ada.

SKPD selaku pengguna.

Di Daerah Provinsi Jambi ada 18 ( delapaheknik Pengambilan Data
belas) SKPD yang membantu Gubernur Data primer diambil dari peraturan
sebagai pelaksana tugas harian dalaffrundang-undangan, dan tertier berupa
penyelenggaraan pemerintahan yaitu ; 3 (tig&)a2han-bahan hukum dilakukan meldlbrary
SKPD yang berbentuk Badan dan 14 (emp&gesearch yang mencakup studi dokumen,
belas ) SKPD yang berbentuk Dinas, dan 1Yntuk mengumpulkan bahan hukum sekunder
satu ) Rumah Sakit, dimana masing-masingkan dikumpulkan melaluifield research
punya rumah dinas jabatan dan sebagidfenelitian lapangan ) dengan meminta
mempunyai rumah dinas pegawai. informasi dari informan maupun responden.

Apabila dilihat fakta di lapangan banyak
rumah dinas daerah yang tidak ditempattnaisisData _
malahan ada yang dijadikan gudang oleh Bahan hukum dan data primer maupun
SKPD tertentu karena pejabat dan pegawR@han-bahan hukum tertier yang berhasil
yang berada dibawah SKPD tersebut Suda{ﬂkumpulkan,_ak_an dikualifikasi dan dipilah
memiliki rumah, dan juga ada sebagia€rdasarkan jenisnya dan penggunanya. Dan
pegawai yang menempati rumah dinas samp'éﬁ‘tUk selanj_utn_ya akan dlolah_ dan_dlanaI|S|s
akhir masa kerjanya pada hal mereka sud&§cara kualitatif ur!tuk kemudian dituangkan
mempunyai rumah sendiri. dalam bgntuk uraian _dan pernyataan yang

Pengawasan /kontrol terbagi 2 yaitu yanghenghasilkan kesimpulan terhadap
bersifat interen dan eksteren. Pengawas&$rmasalahan yang diteliti.

Interen adalah pengawasan yang dilakukan

oleh badan yang secara HASIL DAN PEMBASAN
c_)rganisatoris/structgral masih t_e_rmasuk dalaB g am Melakukan Pengawasan Terhadap
lingkungan pemerintah sendiri, sedangkagyumah DinasDaerah Provinsi Jambi

eksteren adalah pengawasan yang yang Berdasarkan Peraturan  Pemerintah
dilakukan oleh lembaga/ organ yang secamepublik Indonesia No. 06 tahun 2006 yang
organisatoris/  structural berada  diluagirubah dengan Peraturan Pemerintah No. 38
pemerintah (Chandra, 2008) Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Barang

Oleh karena itu penulis tertarik untukMmilik Negara/ Daerah, yang dimaksud dengan
mengangkat permasalahan ini dalam bentykarang milik negara adalah semua barang

11



Jurnal Penelitian Universitas Jambi Seri Humaniora

yang dibeli dan diperoleh atas beban APBN Ketentuan lebih lanjut apa yang diatur
atau berasal dari perolehan lain yang syaldalam Peraturan Pemerintah No. 40 Tahu
Barang milik daerah adalah semua barant994 vyang dirubah dengan Peraturan
yang dibeli atau diperoleh atas beban APBPemerintah No0.31 Tahun 2005, untuk
atau berasal dari perolehan lainnya yang syalProvinsi Jambi diatur dengan Peraturan
Tersedianya barang milik negara dan milikDaerah No. 3 Tahun 2009 Tentang
daerah ini adalah dalam rangka memenuldengelolaan Barang Milik Daerah (
kebutuhan yang mendesak untuk mendukurgglanjutnya disebut denga Perda No 3 Tahun
pembangunan secara nasional maupun sec2@09).
lokal/daerah, dan dalam rangka meningkatkan Menurut Pasal 1 angka 14 Perda No. 3
perekonomian dan kesejahteraan masyarakdaghun 2009, Rumah Daerah adalah rumah
maka dengan ini pemerintah  harugyang dimiliki oleh Pemerintah Daerah yang
menyediakan sarana dan prasarana baik pusiempati oleh Pejabat tertentu atau Pegawai
maupun daerah untuk melaksanakan tugas. Negari Sipil. Sedangkan Penggunaan menurut
Rumah dinas adalah salah satu sarana yaRgsal 1 angka 20 Perda No. 3 Tahun 2009,
mendukung dalam melaksanakan tugasnysdalah kegiatan yang dilakukan oleh
bagi pejabat. Istilah rumah dinas ini dalanpengguna/ kuasa pengguna dalam mengelola
Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 199dan menata usahakan barang milik daerah
yang dirubah dengan Peraturan Pemerintaesuai dengan tugas pokok dan fungsi Satuan
No 31 Tahun 2005 Tentang Rumah Negar&erja Perangkat Daerah (SKPD) vyang

disebut dengan istilah rumah negara. bersangkutan.
Dalam Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun Sesuai dengan ketentuan pasal 1 angka 14
1994 rumah negara terbagi: dan 20 Perda No. 3 Tahun 2009 tersebut

1. Rumah Negara Golongan | adalah rumabahwa rumah dinas ditempati atau digunakan
negara yang dipergunakan bagi pemegarajeh pejabat tertentu atau pegawai negeri sipil
jabatan tertentu dank arena sifapada SKPD yang bersangkutan. Dalam
jabatannya harus bertempat tinggal dpenggunaaan hak pakai rumah dinas oleh
rumah tersebut, serta hak penghuninypejabat atau pegawai negeri sipil agar
terbatas selama pejabat yang bersangkutpenggunaan sesuai dengan peruntukan dan
masih memegang jabatan tertentu. sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya

2. Rumah Negara Golongan Il adalah rumakeharusnya ada pengawasan dari pejabat yang
negara yang mempunyai hubungamerwenang.
dengan yang tidak dapat dipisahkan dari Berdasarkan Pasal 6 Perda No.3 Tahun
suatu instansi dan hanya disediakan untu&009,
didiami oleh pegawai negeri dan apabildl).Gubernur sebagai pemegang kekuasaan
sudah berhenti atau pensiun rumah pengelolaan barang milik daerah
dikembalikan pada negara. berwenang dan bertanggunjawab atas

3. Rumah Negara Golongan Ill, rumah yang pembinaan dan pelaksanaan pengelolaan
tidak termasuk golongan | dan Il dan bisa  parang milik daerah.
dijual kepada penghuninya. (2). Dalam pelaksanaan pengelolaan barang

Kewenanngan dalam pengelolaan barang sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1)
milik daerah yang berupa rumah negara/ G bernur dibantu oleh :

rumah dinas ini diberikan kepada pemerintah
daerah. Apa yang diatur dalam Peraturan
Pemerintah tersebut di atas sebagai realisasi,
bahwa setiap daerah baik provinsi maupun . .
kota dan kabupaten menuangkannnya d.Ke]pillakUnlt pelaksana teknis Daerah
kedalam Peraturan Daerah sebagai instrumen S€'aku Kuasapengguna

hukum dalam melakukan tindakan hukum ©- Penyimpan barang milik daerah.
oleh pemerintah. f. Pengguna barang milik daerah.

a. Sekretaris Daerah selaku pengelola
b.Kepala Biro selaku pembantu pengelola
c.Kepala SKPD selaku pengguna
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(4). Sekretaris Daerah selaku pengelola baradg Atribusi, adalah pemberian wewenang
milik daerah berwenang dan bertanggung pemerintahan oleh pembuat undang-
jawab, (f), melakukan pengawasan, undang kepada organ pemerintahan.
pengendalian dan pengamana ata® Delegasi adalah pelimpahan wewenang
pebgelolaan barang milik daerah. pemerintahan dari satu organ

(5). Kepala Biro selaku Pembantu Pengelola pemerintahan kepada organ pemerintahan
juga sebagai Pusat Imformasi Barang lainnya.

Milik Daerah (PIBMD) 3. Mandat terjadi ketika organ pemerintahan
bertanggungjawab mengkoordinir  mengizinkan kewenangan dijalankan oleh
penyelengaraan pengelolaan barang milik organ lain atas namanya (Ridwan, 2003)

daerah yang ada pada SKPD. Berdasarkan dari ketiga bentuk sumber

(6). Kepala SKPD sebagai pengguna barariggwenangan yang dikemukakan oleh HD.van
milik daerah berwenang dan Wijk/Willem Konijmnenbelt, bahwa
bertanggungjawab atas : ( h) melakukakewenangan yang dilakukan dalam
pengawan dan pengendalian pengunagengawasan penggunaan rumah dinas daerah
barang milik daerah yang ada pada SKPProvinsi Jambi, adalah kewenangan yang
nya (i) , melaporkan penggunaan barangerbentuk delegasi, tetapi kewenangan
milik daerah dalam jangka semesteran damelegasi tidak bisa terlepas dari kewenangan
tahuna kepada pengelola. atribusi, karena adanya kewenangan atribusi
Menurut R.J.H.M.Huisman, wewenangmaka timbullah kewenangan delegasi.

pemerintah berasal dari peraturan perundang- Dalam hal ini UU No. 32 Tahun 2004,

undangan, organ pemerintah tidak dapahengatur bahwa untuk pengelolaan barang

mengganggap bahwa ia memiliki sendirimilik daerah diserahkan kepada Gubernur,
wewenang pemerintahan. Kewenangan hanykari UU tersebut keluar Peraturan Pemerintah
diberikan oleh undang-undang. Pembuatebagai aturan pelaksana UU. Dalam

undang-undang dapat memberikan wewenarRReraturan Pemerintah juga mengatur bahwa ,

pemerintahan tidak hanya kepada orgapengelolaan barang milik daerah diserahkan

pemerintahan tetapi juga terhadap parkepada Gubernur. Untuk masing-masing
pegawai  (inspektur  pajak, inspekturdaerah untuk mengelola barang milik daerah
lingkungan dan sebaginya) atau terhadaparus diatur dengan Peraturan Daerah. Ini
badan khusus (seperti dewan pemilihamerupakan kewenangan yang bersifat atribusi
umum, pengadilan khusus untuk sewa tanahkprena diberikan oleh pembuat undang-
atau bahkan terhadap badan hukum privaindang kepada oragan lain yaitu pemerintah.

(Ridwan, 2003) Kewenangan yang dimiliki oleh Gubernur
Bila dianalisis kewenangan dalamberdasarkan atribusi, dilimpahkan

pengawasan rumah dinas daerah Provin@lidelegasikan) lagi kepada organ yang

Jambi, sesuai dengan teori yang dikemukakanembantu tugas hariannya yaitu Sekretaris

oleh Huisman di atas bahwa kewenangan itdaerah  dan dari  Sekretris  Daerah

berasal dari peraturan perundang-undangagidelegasikan lagi kepada pembantu tugas
dimana kewenangan ini diatur dalamhariannya yaitu Satuan Kerja Perangkat

Peraturan Pemerintah , atas dasar Peraturdaerah ( SKPD), dan dari kepala SKPD

Pemerintah  harus diatur dalam Peratura#idelegasikan ( dilimpahkan ) lagi kepada staf

Daerah. Dan juga dalam peraturan daerarPagian tertentu dari SKPD tersebut.

tersebut memberikan kewenangan lagi kepada

organ yang lebih rendah(SKPD dan darpentuk Pengawasan Dalam Penggunaan

SKPD memberikan lagi kewenangan tersebu u$2?13;r\]/va:1§;ﬁwrrﬁe\]rﬁgz;{an salah perbuatan
kepada Bagian dari SKPD).

hukum yang harus dilakukan oleh pemerintah

Menurut HD van Wijk/Willem ; 0 .
. . ejabat ang diberi kewenangan, baik
Konijmnenbelt, kewenangan yang d'dapatkaﬁe\?vénanga)n ybe(‘gdasarkan atribus? maupun

oleh pemerintah bersumber dari : kewenangan yang berdasarkan delegasi.
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Berdasarkan Surat Keputusan Gubernkepada penghuni rumah, dan merupakan salah
Provinsi Jambi No. 432/ Kep.Gub/KA/2010,satu tindakan pemerintah dalam bentuk
tanggal 10 Desember 2010, jumlah rumapengawasan.
dinas yang berada dalam pengawasan Berdasarkan Pasal 5 Peraturan Menteri
pemerintah Provinsi Jambi adalah sebanyaBalam Negeri ( Permendagri ) No. 17 Tahun
238 rumah dinas, baik rumah dinas golonga2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan
2 maupun golongan 3. yang berada dibawaBarang Milik Daerah, bahwa Kepala daerah
masing-masing SKPD. Hal ini dapat dilihatsebagai pemegang kekuasaan barang milik
secara rinci dalam table berikut ini daerah berwenang dan bertanggungjawab atas

pembinaan dan peleksanaan pengelolaan
Tabel : Jumlah Rumah Dinas yang berada dalatmarang milik daerah. Dalam melaksanakan

pengawasan pemerintah Provinsi Jambi kewenangannnya ini Kepala Daerah dibantu
NO. Nama Satuan Kerja Perangkatiumlah Unit oleh :
Daerah (SKPD) Rumah Dinas ! .
Dinas  Petrnakan  dan 16 Unt 1. Sekretaris Daerah _
Eehemangnk_ y fad 7 Uni 2. Kepala Biro / Bagian
uma akit mum aaen nit H
Mataher Perlengka_tpan/Umum/ Unit pengelola
Dinas Kehutanan 55 Unit barang milik daerah .
_Il?inas . Ten_aga Kerja dan 104 Unit 3. Kepa'a SKPD selaku pengguna
Dﬁﬁgi”;‘g{;‘jgunan 1 Unit 4. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah
Satpol PP 1 Unit selaku kuasa pengguna
o Kesehatan Lo 5. Penympan barang milik daerah
Dinas Pendidikan 1 Unit 6. Pengurus Barang milik daerah
gadanlf?rpurtazaanpda_r:( Arsip ;Sn?t Pasal 5 , ayat (2 ) huruf f Permendagri No.
inas Kelautan dan Perikanan nit H
Dinas Pertanian dan Tanaman 3 Unit 17 Tahun 2007, Sekretaris Daerah s_elaku
Pangan pengelola berwenang dan bertanggungjawab
8!225 Egﬁuggfé%i“mah raca 34U3'r§_t melakukan pengawasan dan pengendalian atas
Inas u I .
Dinas Pekerjaan Umum 9 gunit  Pengelolaan barang milik daerah. Pasal 5 ayat
Rumah Sakit Jiwa 10 Unit (4) huruf h, mengatur bahwa Kepala Satuan
E"B”rgzgang?]””d“g”a” dan 10 Unit Kerja Perangkat Daerah berwenang dan
JUMLAH 138 Unit bertanggung jawab melakukan pengawasan

dan pengendalian atas penggunaan barang

Rumah dinas yang sudah disediakan olefilik daerah yang ada dalam penguasaannya.
pemerintah daerah provinsi wajib dijaga dan Sesuai dengan kewenangan yang diberikan
dipelihara karena merupakan aset daerah yapgpada pejabat berdasarkan  delegasi,
dibebankan kepada Anggaran Pendapata@bagaimana diatur dalam Pasal 75 Peraturan
Belanja Daerah ( APBD). Dalam penempataPemerintah No. 06 tahun 2006, Tentang
dan penggunaan rumah dinas ini sebagaimap@ngelolaan Barang Milik Negara/Daerah,
yang diatur dalam Pasal 8 PP. No. 40 Tahysengawasan terhadap pengelolaan barang
1994, bahwa untuk dapat menghuni rumailik daerah dapat dilakukan dalam bentuk :
negara harus memiliki Surat 1zin Penghuniant, Pemantauan dan penertiban terhadap
Dan Surat Izin Penghunian diberikan oleh  penggunaan, pemanfaatan , pemindah
pejabat yang berwenang pada instansi yang tanganan, pifiata usahaan, pemeliharaan
bersangkutan. dan pengamanan barang milik daerah

Tujuan pemberian Surat Izin ini adalah  yang berada dibawah penguasaannya.
untuk memberikan kepastian hukum kepad@ Melakukan audit sebagai tindak lanjut
penghuni yang membuktikan bahwa penghuni - hasjl pemantauan dan penertiban
memang berhak untuk menempati rumah pasa| 2 Peraturan Daerah Provinsi Jambi
tersebut. Pemberian Izin dalam hukunNg. 3 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan

administrasi  adalah merupakan langkaBarang Milik Daerah, Maksud pengelolaan
preventif untuk memaksakan kepatuhamarang milik daerah adalah :

14
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provinsi Jambi
1. Mengamankan barang milik daerah 2. Menyusun program kebutuhan
2. Menyeragamkan langkah-langkah dan pembangunan rumah negara
tindakan dalam pengelolaan barang milik3. Mengetahui besarnya pemasukan

daerah

3. Memberikanjaminan dan kepastian dalam
pengelolaan barang milik daerah
Adapun tujuan dari pengelolaan barand.

milik daerah adalah:

1. Menunjang kelancaran  pelaksanaan Tindakan pengamanan yang merupakan
penyelenggaraan  Pemerintahan  dasalah satu bentuk pengawasan dalam rangka
Pembangunan Daerah penertiban dalam penggunaan barang milik

2. Terwujudnya pengelolaan barang milikdaerah termasuk penggunaan rumah dinas
daerah yang tertib ,efektif,efesien dardaerah. Berdasarkan Permendagri No. 17
akuntabel. Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan

Barang Milik Daerah, Kepala Daerah
Sesuai dengan maksud pengelolaan barangempunyai kewenangan untuk :

milik daerah adalah untuk mengaman barany Merubah status rumah dinas daerah

milik daerah, maka tindakan yang dilakukan seperti:

oleh pejabat yang berwenang dalam a. Rumah dinas golongan | yang tidak

melakukan pengamanan atas barang yang sesuai fungsinya fungsinya sebagai

berada dibawah kekuasaannya adalah : akibat adanya perubahan struktur

keuangan kepada negara dari hasil sewa,
penjualan, penghapusan dan pajak bumi
dan bangunan
Menyusun standar biaya pemeliharaan
dan perawatan.

administrasi

1. Pengamanan

dengan

organisasi atau sudah ada gantinya

melengkapai dokumen kepemilikan ( dapat dirubah stutusnya menjadi
sertifikat tanah , BPKB dan dokumen rumah dinas daerah golonga Il
lainnya. ) b. Rumah dinas daerah golongan I

2. Pengamanan fisik meliputi pemagaran, dapat dirubah statusnya menjadi
pematokan/ tanda batas dan tanda rumah dinas golongan Il kecuali
kepemilikan. terletak di komleks perkantoran

3. Pengamanan hukum melalui upaya <c¢. Rumah dinas golongan Il dapat
hukum apabila terjadi pelangggaran hak dirubah ststusnya menjadi rumah

daerah

atas barang milk yang dikuasai
pemerintah daerah.
Dalam pengamanan terhadap Barang milik.

ini, apabila berupa tanah harus

disertifikatkan dan berbentuk bangunan harus
dilengkapai dengan bukti kepemilikan atas
nama Pemerintah Daerah.

Untuk pengawasan dalam pengelolaaan

rumah dinas adalah dalam menetapkan status

dan pendaftaran dan penghapusan

rumah

dinas.

Menurut Pasal 13 PP No. 40 Tahun 1994,

tentang Rumah Negara, bahwa

1.
2.

Setiap rumah negara wajib didaftarkan
Pendaftaran rumah negara dilakukan oleh
instansi yang bersangkutan.

Penjelasan Pasal 13 ayat 2 menyatakan

tujuan pendaftaran rumah negara adalah :

1.

Mengetahui secara tepat dan rinci jumlah
aset negara yang berupa rumah

dinas golongan | untuk memenuhi

kebutuhan rumah jabatan.
Memperjual belikan atau Menyewakan
Rumah Dinas Daerah dengan ketentuan
sebagai berikut ;
a. Rumah dinas daerah golongan Il yang
sudah dirubah statusnya menjadi
rumah daerah golongan Ill
Rumah dinsa daerah yang sudah
berumur 10 tahun atau lebih
c. Pegawai yang dapat membeli adalah
pegawai yang mempunyai masa kerja
10 tahun atau lebih dan belum pernah
membeli atau memperoleh rumah
dengan cara apapun dari pemerintah
daerah atau pemerinth pusat.
Pegawai yang dapat membeli rumah
dinas adalah  penghuni yang
memegang Surat Izin Penghunian
yang dikeluarkan oleh Kepala Daerah

=

e
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mengemukakan macam pengawasan dalam

e. Rumah Dinas yang dimaksud tidakl.
dalam keadaan sengketa.

Menurut Paulus E Lotulung

hukum administrasi :

1.

Ditinjau dari segi kedudukan organ
atau badan yang melakukannya antara
lain :

a. Pengawasan Interen, adalah
pengawasan itu dilakukan oleh?:
badan yang secara organisatoris /
structural masih termasuk dalam
lingkungan pemerintahan sendiri.

b. Pengawasan Eksteren, adalah
pengawasan yang dilakukan oleh
organ atau lembaga- lembaga yang
secara organisatoris/ structural
berada di luar pemerintah.

Ditinjau dri segi waktu : 3.
a. Pengawasan a-priori, adalah
bilamana pengawasan yang

dilaksanakan sebelum
dikeluarkannnya keputusan atau
ketetapan pemerintah.

b. Pengawasan -aposteriori adalah
pengawasan itu baru dilaksanakan
setelah dikeluarkannnya keputusan
pemerintah.

Ditinjau dari Objek yang diawasi :

a. Pengawasan Hukum (
rechtmatigheid ), adalah
pengwasan untuk menilai segi ata
pertimbangan hukumnya saja.

b. Pengawasan Kemmanfaatan
doelmatigheid

Pengawasan interen karena dalam
melakukan pengawasan terhadap rumah
dinas dilakukan oleh badan yang secara
organisatoris/ structural masih dalam
lingkungan pemerintahan sendiri, yaitu
dari Gubernur , melimpahkan kepada
Sekretaris Daerah dan dari Sekretaris
daerah melimpahkan lagi kepada Kepala
SKPD

Pengawasana-priori, pengawasan yang
dilakukan sebelum dikeluarkannya
keputusan pemerintah, maksudnya disini
bahwa pengawasan terhadap pengelolaan
rumah dinas daerah dilakukan sebelum
pemerintah daerah mengeluarkan
keputusan, baik dalam keputusan
mengeluarkan izin penempatan rumah,
maupun keputusan dalam pengalihan hak
dan status rumah dinas.

Pengawasan Kemanfaatastodmatigheid),
menilai benar atau tidaknya nya perbuatan
pemerintah dari segi pertimbangan
kemanfaatan, maksudnya dalam
pengelolaan dan pengguna rumah dinas
daerah harus dipertimbangkan dari segi
kemanfaatan dan fungsi rumah tersebut,

kalau pertimbanganngannya kurang
bermanfaat dan tidak sesuai dengan
fungsinya bisa dialihkan statusnya
sebagaimana yang diatur  dalam
Permendagri No.17 Tahun 2007 oleh
kepala daerah sesuai dengan
kewenangannya.

u Pengawasan terhadap tindakan pemerintah
dalam pengelolaan barang milik daerah
hiususnya rumah dinas daerah dimaksudkan
gar
).adalah  gydifitasnya  sesuai

dalam
denga

pemerintah menjalankan

norma-norma

pengawasan untuk menillai benakykum atau peraturan perundang-undangan

atau tidaknya
pemerintah  dari
pertimbangan
(Ridwan, 2003)

seqi

Apabila dihubungkan pengawasan yangelanggaran.
dikemukan oleh Paulus E. Lotulung dengapengawasan

perbuatanyang berlaku. Pengawsan merupakan sebagai
atausuatu upaya preventif
pemnfaatannyderjadinya pelanggaran dan berusaha untuk

untuk mencegah

megembalikan situasi sebelum terjadinya
Yang terpenting bahwa
diupayakan dalam rangka

pengawasan dalam pengelolaan barang millkemberikan perlindungan hukum dalam

daerah khusus terhadap penggunaan rumphngelolaan

dinas yarighususnya rumah dinas, perlindungan hukum

daerah bawa pengawasan

barang-barang milik negara

dilakukan oleh pejabat yang berwenangni baik terhadap pengelola maupun terhadap

adalah :

16
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KESIMPULAN DAN SARAN 2.

Kesimpulan
1. Kewenangan

dalam melakukan

pengawasan terhadap penggunaan rumah
dinas daerah adalah kewenangan yang
bersumber dari delegasi yaitu,3.
pelimpahan wewenang pemerintahan dari
satu organ pemerintahan kepada organ
pemerintaha lainnya. Tetapi

pendelegasian ini tidak bisa terlepas dari
kewenangan atribusi yaitu pemberian

wewenang dari pembuat undang-undang
kepada organ pemerintah. Maksudnya
bahwa kewenangan yang dimiliki oleh

Gubernur dalam pengelolaan barang milik
daerah termasuk rumah dinas daerah

provinsi Jambi

Diharap kepada pembuat peraturan
perundang-undangan mengatur secara
tegas tentang prosedur pengawasan
sehingga  tidak terjadi  keraguan
menafsirkan peraturan perundang-
undangan.

Dalam melakukan pengawasan ini

hendaknya dilibatkan organ lain seperti

Dewan Perwakilan Rakyat dalam

pegawsan aset pemerintah pusat/ Dewan
Perwkilan Rakyat Daerah untuk daerah.
Karena dalam pengelolaan barang milik
negara/ daerah akan mempergunakan
APBN / APBD.

DAFTAR PUSTAKA

dilimpahkan kepada Sekretaris DaeraBUKU

(salah  satu  tugasnya
pengawasan) atau organ lainnnya, dan
dari Sekretaris Daerah dilimpahkan lagi
kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat
Daerah (SKPD).
kewenangan tersebut Gubernur mendapat

melakukarPhilipus M. Hadjon dkk, 1990 Pengantar

Hukum  Administrasi  Indonesia,
Penerbit Gajah Mada University Press
Jogjakarta

Dalam melakukanRidwan, 2003, HukumAdministrasi Negara,

Penerbit Ull Pres Yogyakarta.

kewenangan tersebut tidak terlepas dafhandra, R. 2008, Hukum Administrasi

atribusi, karena kewenangan tersebut
bersumber dari peraturan perundang-
undangan, yang diberikan oleh pembuat
undang-undang/ Peraturan Daerah.
Bentuk Pengawasan
sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh

peraturan  perundang-undangan yang
berlaku  adalah  pemantauan
penertiban, dalam rangka pengelolaan

barang milik negara khususnya rumah
dinas daerah. Sesuai dengan pendapat

Negara, Pene3rbit Universitas

Atmajaya Yogyakarta

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
yang dilakukatndang — Undang No. 32 Tahun 2004

Tentang  Pemerintahan  Daerah,
Penerbit Citra Umbara Bandung

daPeraturan Pemerintah No0.40 Tahun 1994

Tentang Rumah Negara yang dirubah
dengan Peraturan Pemerintah No. 31
Tahun 2005Tentang Rumah Negara

Paulus E. Lotulung bahawa pengawasaReraturan Pemerintah No 6 Tahun 2006

yang dilakukan oleh  pemerintah
berbentuk pengawasdnteren , a-priori
dan kemanfaatandpel matigheid).

Saran
1. Setelah diadakan pengkajian terhadap
—undangan yangeraturan Daerah Provinsi Jambi No. 3 Tahun

peraturan perundang
berlaku Tentang Pengelolaan Barang
Milik Daerah, bahwa dalam peraturan
perundangan tersebut  tidak

pengaturan secara tegas bagimana proses

prosedur dalam pengawasan tersebut.

Tentang Pengelolaan Barang Milik
Negara / Daerah

Peraturan Pemerintah No 38 tahun 2008,

Amandement PP No 6 tahun 2006
Tentang Pengelolaan Barang Milik
Negara/ Daerah

2009 Tentang Pegelolaan Barang
Milik Daerah

ad@eraturan Mentri Dalam Negeri No 17 tahun

2007 Tentang Pedoman Teknis
Pengelolaan Barang Milik Daerah
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